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Penelitian ini dilatar belakangi karena konsumen merasa sangat dirugikan atas tidak
tanggung jawabnya produsen. Konsumen tidak mengerti antara hak dan kewajiban. Ada
peraturan yang memberlakukan tentang perlindungan konsumen, namun dengan sangat
minimnya pengetahuan para pihak sering terjadi perenggutan hak diantara produsen maupun
konsumen, dominan pihak konsumen.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana proses penanganan perkara
penipuan di LPKNI Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Nomor 8 Tahun 1999? 2) Bagaimana proses penanganan perkara penipuan di LPKNI Kota
Malang ditinjau dari Hukum Islam? 3) Bagaimana perbandingan tinjauan dari Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam? Adapun yang menjadi
tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan memahami proses penanganan
perkara penipuan di LPKNI Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. 2) Untuk mengetahui dan memahami proses penanganan
perkara penipuan di LPKNI Kota Malang ditinjau dari Hukum Islam. 3) Untuk mengetahui dan
memahami perbandingan tinjauan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8
Tahun 1999 dan Hukum Islam

Jenis penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu
pengumpulan data atau informasi dengan bantuan berbagai macam-macam materi dengan cara
membaca, menelaah dan mencatat bahan dari literatur yang berhubungan langsung dengan
penelitian ini. Teknis analisis yang digunakan adalah dengan analisis isi dan analisis
perbandingan.

Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa : 1)
Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan
hukum yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Secara umum konsumen
haruslah dapat mengetahui tentang definisi seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang
dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut. 2) 3) Perbandingan terhadap tindak pidana
perkara penipuan menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan
hukum islam adalah secara prosedur menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor
8 tahun 1999 pelaksanaannya sama hal nya dengan prosedur yang diterapkan dalam hukum
islam. Karena pemilik lembaga tersebut mengedepankan prinsip syariah, walaupun tidak
berlebel syariah. Walaupun masih ada hal lain yang belum sesuai syariah.
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This research is motivated because consumers feel that they are very disadvantaged due
to their producers' responsibility. Consumers do not understand between rights and obligations.
There are regulations that apply to consumer protection, but with very little knowledge of the
parties there is often a claim of rights between producers and consumers, the dominant party
of consumers.

The formulation of this problem in this research are 1) What is the review of the
Consumer Protection Act Number 8 of 1999 on fraud cases? 2) How do you view Islamic law
against fraud cases? 3) What is the comparison of fraud cases in terms of Consumer Protection
Law Number 8 of 1999 and Islamic Law? The objectives of this research are: 1) To know and
understand the review of the Consumer Protection Act Number 8 of 1999 on fraud cases. 2)
To know and understand the review of Islamic Law against fraud cases. 3) To know and
understand the comparison of fraud cases in terms of Consumer Protection Law Number 8 of
1999 and Islamic Law.

This type of research is called library research (Library Research), which is collecting
data or information with the help of various kinds of material by reading, examining and
recording material from the literature that is directly related to this research. The technical
analysis used is by content analysis and comparative analysis.

The results of this research showed that: 1) The legal relationship created between
consumers and business actors is a legal relationship that provides benefits for both parties. In
general, consumers must be able to know about the definition of a consumer, business actor,
and rights owned by consumers and business actors. 2) Responsibility to the consumer if an
act against the law can be carried out by continuing/canceling the agreement and replacing the
loss arising from the act against the law. 3) Comparison of criminal acts of fraud according to
consumer protection law number 8 of 1999 and Islamic law is that according to procedure
according to the consumer protection law number 8 of 1999 the implementation is the same as
the procedure applied in Islamic law. Because the owner of the institution prioritizes sharia
principles, even though they are not sharia-labeled. Although there are still other things that
are not yet in accordance with sharia.
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